




























 

 15 

8. Melaporkan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan 
pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, 

penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan 
konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Paragraf 5 

Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian 
Pasal 11 

(1) Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Dinas dalam hal pengawasan dan pengendalian 

penanaman modal, perizinan berusaha dan non perizinan; 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kelompok Substansi 
Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi, yaitu: 

a. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan 
perangkat daerah teknis dalam rangka pengawasan dan 

Pengendalian penanaman modal, perizinan berusaha 
dan non perizinan; 

b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman 

modal, perizinan berusaha dan non perizinan dilingkup 
internal dan eksternal; 

c. pemberian sanksi terhadap pelanggaran penanaman 

modal, perizinan berusaha dan non perizinan sesuai 
dengan lingkup kewenangan dan peraturan 

perundangan; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan 
pengendalian penanaman modal, perizinan berusaha 

dan non perizinan dan penyampaian laporan hasil 
pengawasan kepada pihak terkait; dan 

e. pelaksanaan evaluasi berkala secara internal dan 

eksternal berdasarkan temuan dan hasil pengawasan 
dan pengendalian penanaman modal, perizinan 

berusaha dan non perizinan. 

f. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal 
berdasarkan sektor usaha dan wilayah. 

g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian 
permasalahan penanaman modal, dan pendampingan 

hukum. 
h. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban 

perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan 

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan. 
(3) Rincian tugas Kelompok Substansi Pengawasan dan 

Pengendalian  yaitu: 

c. Tugas Atributif: 

1. merumuskan perencanaan dan program kerja 

kelompok substansi pengawasan dan pengendalian; 

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas 
dan/atau bahan kebijakan daerah di kelompok 

substansi pengawasan dan pengendalian; 

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di kelompok 

substansi pengawasan dan pengendalian sesuai 
program kerja yang ditetapkan; 

4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, 

mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi kelompok substansi pengawasan dan 
pengendalian; 
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5. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
kelompok substansi pengawasan dan pengendalian 

sebagai bahan perbaikan selanjutnya; 

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok 

substansi pengawasan dan pengendalian; dan 

7. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

d. Tugas Substantif: 

1. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat 
dan perangkat daerah teknis dalam rangka 

pengawasan dan pengendalian penanaman modal, 
perizinan berusaha dan non perizinan; 

2. melaksanaan pengawasan dan pengendalian 
penanaman modal, perizinan berusaha dan non 
perizinan dilingkup internal dan eksternal; 

3. menyiapkan, mengkaji dan memberikan sanksi 
terhadap pelanggaran penanaman modal, perizinan 

berusaha dan non perizinan sesuai dengan lingkup 
kewenangan dan peraturan perundangan; 

4. menyusun laporan hasil pengawasan dan 

pengendalian penanaman modal, perizinan berusaha 
dan non perizinan dan penyampaian laporan hasil 
pengawasan kepada pihak terkait; dan 

5. melaksanakan evaluasi berkala secara internal dan 
eksternal berdasarkan temuan dan hasil 

pengawasan dan pengendalian. 
6. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman 

modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 

7. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, fasilitasi 
penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan 
pendampingan hukum. 

8. melaksanakan pengawasan kepatuhan dan 
kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai 

ketentuan kegiatan usaha dan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Paragraf 6 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 12 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional 
sesuai dengan kebutuhan; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di bawah 

koordinasi Koordinator dan Sub-Koordinator; 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditempatkan di bawah 
koordinasi Sekretaris, Koordinator dan Sub-Koordinator 

Fungsional dengan penugasan dari Kepala Dinas. 
 

Pasal 13 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 12 terdiri atas sejumlah pegawai, dalam jenjang 
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan keahlian dan keterampilannya; 
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(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang pegawai fungsional senior yang 

ditunjuk oleh Kepala Dinas; 

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) 

ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja; 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud ayat (3) mengacu kepada peraturan 

perundangan. 
 

Paragraf 7 

Tim Teknis 
Pasal 14 

 

(1) Dinas dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan 
kebutuhan pelayanan perizinan berusaha, non perizinan 
serta pengawasannya; 

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beranggotakan perangkat daerah teknis terkait 

yangmempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai 
dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Daerah. 

 
Paragraf 8 

Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 15 
  

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu; 

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala; 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 

 
 

 
Paragraf 9 

Uraian Tugas dan Penetapan Koordinator dan Sub Koordinator  
Pasal 16 

 

(1) Koordinator dan Sub Koordinator melaksanakan tugas 
koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 
pada satu Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-
substansi pada masing-masing pengelompokan uraian 

fungsi; 

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memimpin kelompok Substansi pejabat fungsional dan 

pelaksana dalam melaksanakan tugas; 
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(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memimpin kelompok Sub-Substansi pejabat fungsional 

dan pelaksana dalam melaksanakan tugas;  

(4) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai 

Koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional 
ahli madya; 

(5) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai 

Sub-Koordinator paling rendah menduduki jabatan 
fungsional ahli muda; 

(6) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana 

dimaksud ayat (4) dan (5), maka pejabat fungsional dengan 
jenjang dibawahnya dapat diberikan tugas tambahan 

sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator; 

(7) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai 
sebagaimana dimaksud ayat (5), maka dapat dijabat oleh 

Pelajabat Pelaksana dengan kriteria yang disamakan 
dengan kriteria pejabat pengawas; 

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) berlaku 
sampai adanya peraturan yang mengatur kriteria pengisian 
Pelaksanaan Tugas sebagai Koordinator; 

(9) Pelaksanaan tugas sebagai Koordinator JF minimal dalam 
kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan 
tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan 

pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat; 

(10) Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian 

Koordinator dan Sub-Koordinator ditetapkan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian; dan 

(11) Pembagian Tugas Kelompok Sub Substansi ditetapkan oleh 

Kepala Perangkat Daerah. 

 

BAB IV 

TATA KERJA  
Pasal 17 

 

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit 

organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 

satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta 
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan 

tugas masing-masing; 

(2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin 
dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahannya; 
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(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan 

masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat 
pada waktunya; 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan 

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan; 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 

atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja. 

 

BAB V 

PEMBIAYAAN 
Pasal 18 

 

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang 

sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 19 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat 

yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, tetap 
menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan 

fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan 
pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan 
Bupati ini. 

 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan 
Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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